PEMERINTAH KOTAMADYN DAERNAH TIMGEAT 771
MOJOKERTO

PERNTURAN DNERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO
NOMOR 17 TAHUN 1994

TENTANG

PEMBERINN BAGTAN, SUMBANGAN DAN BANTUNN DORI PENER IMANN
PENDNPATAN PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTY
KEFADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN DI
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT IT MOJOKERTO

DENGAM ROHMAT TUHNAM YNNG MAHN ESA

WAL IKOTAMADYN KEPALN DAFRAH TINGKAT 1T MOJOKERTQ

Menimbang : a. hatwea daiam  rangka upaya meningkatkan
tomampuan  Pomerintah Desa dan Pemerintah
telurahan dalam penyelenggaraan tugas--tugas
pemcerayntatan, pembangunan dan npolayvanan
macyarakat perlu  dilaksanakan fangkah-
langkah poningkatan pendapatannya melalus
pembor fan cumbangan dan bantuan dar: ccba-
gian hasil pencrimaan Pomorintah “otamadya
Daerah Tingkat 11 Mojukerito o

b. babwa pemberian bagilan scumbangan dan oo
tuan  cobagaimana  tersebut  pada huraf o
konsideran menimbang ini, tetap memperhats--
kan  komampuan dan kopentingan  Pomerintah
Kaotamadya Dasrah Tingkat II Mojakcerto agar
berdaya guna dan berhasil guna dalam po-
nyelenggaraan pomerintabhan socara kese luru-
han ;

. bahwa untuk melaksanakan maksud torsebut
pada  huruf o dan b konoideran men Lmbang,
dipandang perlu untuk mengatur dan menctap—
Kannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat + 1. Undang wndang Nomor 3 tahun 1974 tentang
Fokak-porok Pemerintaban di Daerah H

2. Undang-undang Mamor 17 tabwun 1950 tentang
Pembentukarn  Daerah Kobta Kecil dalam Ling—
kungan Propinsi Jawa Fimur/Jawa Tengah/Jawa
Barat 3

3. Undang-undang Nomar 3  tahun 1979 tenlang
Pemerintahan Desa ;

1. Undang~undang  NMomar 52 Lalun 19054 bentann
Porimbangan Keuangan Megara dengan Dacrah
dacrah yang berhak mengurus rumah tanog.ay.s
sendiri juncto Peraturan Pomerintah Nomor 3
tahun 1957



Dengan
Tingkat

persetujuan
II Mojokerto,

i0.

12.

14.

15.

P qiaran Pomereintain Nomee 470 tahun 1982
tontang  Poruiaban Hatas Wilayah Kotamadya
CGacraly Tingkat I1 Mojokerto g

Poraturan Pemerintabh  Nomor 17 tahun 19805
tentang  Pombagian Hasoi: Ponorimaan Patak
Bumi dan Bangunan antara Pomerintah  Puooat
dengan Pemerintah Dacraby 3

Peraturan Menteri  Dalam NMegori  MNMomor
{ahun 1974 tentang Pembinaan Penyolenggar<
aan Pemer intah Desa/Kelurahan g

Peraturan Menteri Dalam  Negern Nomor 3
tahun 1987 tentang Pelak<canaan Ndminasleasi
¥euangan DesasKelurahan j;

Poraturan Menteri Dalam  Negeri  Nomor 8
tahunr 1920 tentang Pongelolaan Kouangan
Kelurahan g

Porataran  Monbord Palam MNegeri  Nomaor 2
tahua 1991 ftentang  Ponyucunan Anggaran

Bonor imaan dan Peageluaran Kewvangan Desa

s in Monteri Dalam Negeri Nomor 49

199 tentang  Podoman Peoyisihan
Coper imaan Fajok Bumi dan Bangunan  Bagian
Daesr air Tengeal 1 dan Daerah Tingkat II

kepads Poecrinbah Desa g

Keputusan  Mentery Dalam  Negeor: o Nomor Do
tahun 1590 tentang Peomber fan Sumbangan  dan
bantuan =erta pemberiac  cchaglan hasid
Pajak dam Reotribusi Daerah kepada Feomer in-
tah Desa j

Keoputusan Menteri Dalam Negeei Nomer 78
tahun 199¢  tentany  Podoman Penyoehian
Peonerimaan Pajak Bumi dan Bangunan  Hagian
Daerah Tingkat 1 dan Daerah Tingkat II
sorta penborian sumbangan/ban buan dan
pemberian sebagian hawsil Pajak dan Retribu-
51 Paerah kepada Pemerintah Kelurahan j;

Keputusan Meonteri Dalam Negeri  Nomor 81
tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah
dan Peraturan Daerah Perubahan

Peraturan Daerah Propinci Daerah Tingkat 1
Jawa Timur MNomaor % tabun 1991 tentanqg
Peaborian  Bagian, Sumbangan dan  Bantuan

dary Poney Imaan Pendapatan Pemer intah
Propine.y Dasvah Tingkat I Jawa Timur kepada
Pemer wnlah Kahupaten/Kotamadya Dacrah

Tingkal ti, Pemerintah Deca dan  Femerintah
keluraban di Jawa Trmuar .

Dowan Perwakilan Hakyat Daerah Fotamadya Daerah



MEMUT US KAN

Menctapkan : PERATURAN  DAERNH  KOTAMADYA DOERAH TINGKNAT IT
MOJOKERTC TENTANG PEMBERINAM BASIAN, SUMBANGAN
DAN - HEAMTUNAN DARI PENERIMANN PENDAFATAMN  PEME-—
RINTAD HOTAMADYN DAERNH TINGKAY 11 MOUJOKERTQO
KEPARA  PEMERINTAH  DESA DAN  PEMERINTAH KE-
LURANHANM DI FOTAMADYN DAERNH TINGKAT 11 MOJO-
KERTO.

BAagB H
KETENTUAN 1

Pasal 1

Dalam Peraturan  Tasrah ired ¥ g
dimaksud dengan -

a. Bacrah., adalah Kotamadya Dasrah Tingia! 11
Mojokorto 3

b. Pemerintah Daorah, adalah Pomer antah
Kotamadya Daerah Tingkat [ Fajokorto H

c. Kepala Daerah, adalah Waiikobtamadya Fopala
Daerah Tingkat I1 Mojokerto H

d. Desa, adalabh cuatu wilayah vang ditempati
ot oloh e rumlabh penduduk swehagali kooa—
tuan masvarakat termacuk didalamnva keca-
tuan wasyarakat hukum yang mempunyai orga-—
MiGasd pemarintahan terendah Langsung
dibawah  Camat dan berhak aenyelenggar akan
cumaly tangganya ceondir: doalam ikatan Negara
Fecaltuan Reopublik Indonewia H

€. Kelurahan, adalah suatuy wilayah vang di -
ditempati olebh sejumlah  ponduduk v ANy
meMpunyail organisasi pemorintahan terendah
langsung dibawah Camat, dan ticdak tierr hak
menyelenggarakan rumah tangganya sendicg.

B AR Iz
BESARNYA BAGTIAN, SUMBANGAN DAN BARMTLIAMN

Pacal z

(1) Pemerintah Dacrah memborikan Suambrasg an
webagian hasil Penear ima.an Pajyak Hadiua,
FPajak Potong Howan dan Pajal Kendaraan
tidak bermctor oerta Retribusi Kartu
Ternak dan Retribuci EKebersihan kapada
FPemerintah Desa dan Pomerintah Kelur ahan H

{2} Bezarnya Pemberian cumbangari dimaksud pada
ayal (1) Pacal ini ditotapkan aebesar 10 %
(seputich prosen) darl realisasi Pencrimaan

{3} Pembogian  dan alokasi sumbangan dimakoud
pada  aval 2Y Eacal ini ditetapkan lebih
lanjul aleh depala Daerah.



Pazal 3

(L) Sclain pemEer 13 Sutblangan torzobut dalam Pasal 2
Peraturan Dacrab ini, Pemerintah Daerah memberikan
sumbangan  dan Lantuwan kepada Pemer inlah  Desa  dan
Pomerintah o lur abon g
AL Yang bgprcina ! A peIor imaan Pajak Bumi dan
Hangunas  Bocion  Dacrah Tingkat 11 disigihkan
sobonees 10 7 {copdduh prosent g

b. yang bLerupgs cusbangan dan banfuan lainnye yang
becarnya diccsuaikan dengan komampuen Pemer tntah
Daerah.

{2) Pembagian dan alokasi sumbangan dimakosud pada ayal
(1} Pasal ini ditetapkan oleh Kopala Dacrab.

BAB Iii

PENYALURAN BAGIAN, SUMBANGAN AN SANTUGHM

Pasal s
Ponorimaan dan penggunaan dana Sobagaimana
dimekoud dalam Pasal 2 dan X Peraturan Daecrah in:
dicontumkan dalam  Keputusen Desa tentang AnNgaar an

Ponorimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APP¥YD), untuk
Doca dam dalam  Keputusan Kepala ¥elurahan tentang
Anggaran Kelurahan, wuntuk Kelurahan.

Canal o]

Tata cara ponvaluran bagian, sumbangan dan ban
tuan tersobut dalam Pacal 7 dan 3 Peraturan Dacrah ini
ditctapkan lchih laniut aloh Kepala Daerah.

B a8 Iy
MO TENTUAN  PENUTUP

Panal &

Hal-hal vang belum cukup diatur dalam Peraturan
Dacrah ini, SCpantang mongenal  pelakcanaannya akan
diatur lebibh lanjut oleh Kepala Dasrah.

Pasal 7

Poraturan Daerah ini mulai beriaku pada foognal
diundangkan 3z

Agar wupaya sebiap orang dapal meogetahuinya,
memer intahkan pengundangan Peraturan Dascah ini deaaan
penempatannya  dalam Lombaran Daerah Eotamadya Daerab
Tingkat T Majoker to.

Ditetapkan di : Mojokers bo
pada tanggel : 7 Ngpembgoe 1791

DEWAN PERWAKILNAMN ROKYALT DARRAM WAL TKOTAMADYN KEPALN DAERAH
KOTAMADYA DNRERAH TIMGKAT {1 MOJUEERTR TINGEKAT I1 MOJOKERTO
Ketua,
Cap. ttd. Cap. ttd.

R. S50EHADT H

TEH BOEIONG, S.H.



Dicabkan dengen Keputu—an Duieer nge ¥epala Uaerah Tingkat 1
Jawa Timur tangaal 7 April 1995 Momor 04782 Tabun 1998

A.n. GUBERMUR (FPALNY DAEROH TINMGKAT I
Jakin T IMUR
Acivten Kotatapradaan

Cap. ttd.

Dro. SO0ENARIO

Pembina Utama Muda
NIP. 210 040 47%

Diuvndangkan dalam {_embaran Dasvah Kotamadya Daerah Tingkat Ir
Mojokerto Tahun 1995 Seri C pada tanggal 17 April 1995 Nomor @ 4/C.

.. WAL TKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINBKAT Il
MOJDEERTIO
Uelretaris Kotamadya Dacrah

Cap. ttd.

Dra. BOIMIN

Pombsna
NIP. Q10 043 241



PEMNJIELAES AN
nTnsg

PERATURAN DAERNH KOTAMADYA DNERAH TINGKAT II MOJOGKERTO
NOMOR 17 TNAHUN 1999

TENTAMNG

PEMBERIAN BAGIAN, SUMBANGNAN BNAN BANTUAN DARI PENERIMAAN
PENDNPATAN PEMERTNTAH KDTAMADYN DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTC
KEPADN PEMERINTAH DESA DARMN PEMERIMIAH KELIRAHNN DI KOTAMNADYA

DAERAR TTHNGKAT 11 MDJOKERIQ

PENJELNSAN UMUM

Dalam rangka monunjang  kemampuan Pemerintah Desa dan Pe-—
merintah Kelurahan untuk sencaps! pertumbubhan Qtonominva  perlu
cdirambi] langkah--langkah dongan memior ikan baglan, cumbangan  dan
bantuan sebaqgail tindak lanjut dari :

1. Keputusan Mooter: Dalam Negori Momor 4% Babwun 1920 tentang
Peodoman Penyicihan Penerimaan Pajak Bumi  dan Bangunan Hagiran
Dacrah Tingkat [ dan Daerabh Tiagkat II kepads Pemerintabk Dene

2. ¥Voepubtuoan Monleri Dalam Negeri Nomor 50 tabhun 1970 btentang Pem--
barian cumbangan dan bantuan «certa pemberian scbagian Lol
Pajak dan Retyibusi Daerah kepada Pemerintabk Dece

3. Koputusan  PMentori Dalam Meqgera Namor 98 tatuan 1920 teontang
Fodoman Pensasihan Penerimaan Pajak Bumi  dan  Bangunan  Hagian
Paerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serita pemberian  Swn-
bangan/bantuan dan pemberian sebagian hacil Pajabk dan RHetribu-
~1 Daerah kapeda Pemerintat €Kelurahan.

Pombagian dan alokasi Ponyisinan Palak Bumi  dan  Bangunan,
cumbangan dan bantuan coria pomberlan sebagran hanil FPajak dan
Retribusi Daerab kopada Pemerintah De<a dan  Eelurahan ditetapkan
aleh Keopala Dacrah atas dasar klasifikasi yong disusun dengan kri—
teria cebagal borikut -

1. Pendapatan Acli Desa/kKolurahan

2]

- Luas Wilayah 3

o

- Jumlah penduduk

Jumlah wajib pajak/retribus. :

[ o1 I

Potenci Pajak Bumi dan Bangunan sektor Podesaan dan Perkotaan.

Diharapkon sumbangan dan bantuan  tersebut  dapat ;oemban L
monlngkatikan :

a. kelancaran penyolonggaraan pemerintahan dan pembanguranc s

b. pemorataan untuk membantu esa/Kelurahan, penghargaan s pesang -
cang begr Desaskelurahon yvang telah lunac Pajak Bumi  dan o
Mg, .

. menumbuhkan motivasi kepada masyarakat unbuk Duyrperan ooy -
kaitlkan Poendapatan aoli DecasKelurahan.



1. PENJELASON PNSAL DEMI PASAL =

Fasal

Pagsal

FPasal

1

-
L4

3

ayat

avakt

avat

ayat

{3)

(1}

huruwf a

Puruf b

b

Cukup jeilaq.
Cukup jelas.,

Fember 1an sumbangan 10 % imepuluh
procen! dari realisasi penerimaar Falak
dan Retribusi gsetelah diporhitungkan
dengan pombagian Uang perangsant kepada
yang borhak berdasarkan  ketontuan yang
berlaku.

Cukup jorlas.

Femberian cumbangan dari hasil pencri-
maan Pajak  Bumi  dan Bangunan keopada
Pomerintal Desa dan Pemerintah Kelurah—
an timakoudkan untuk melancarkan nenye—
fensuyaraan pomer intahan nembangunan dan
inrlayanan masyar akat demikian pula agar
Pona dan Kolurahan yang tclah melunasi
Pajak Bumi dan Bangunan dapat lebih me -
ningkatkan kemampuannya

Pemberian sumbangan dan bantuan lainnya
diberikan dalam rangka pembinaan Po-
merintah Deca dan Pomerintah Folor ahan,
vyang dialokasikan dar i hasil ondapatan
foll Dacrah dan dicsecuarkan dengan -
mampuan keuangan Dacrah.

Cubkup jelas.

Cukup jelas.




